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Meinbang

Mengivgat

KEPALA DESA TEMPBL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR       `0       TAHUN2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL

a.   bahwa   anak   sebagai   generasi   penerus   dan   potensi   bagi
pembangunan  daerah  maupun  nasional,  perlu  mendapatkan
kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar
secara jasmani, rohahi, maupun sosial;

b.  bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak dan mengoptinalkan
penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  Desa  Tempel  perlu
memberikan kepastian kepada  semua pihak melalui pl.ogran
dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan  hak anak dan
per.1indungan anak;

c.   bahwa berdasarkan pertinbangan dalam huruf a dan b, untuk
mendukung  perlindungan  anak  di  Desa  Tempel  maka  perlu
menetapkan     Peraturan     Kepala     Desa     Tempel     tentang
Per.lindungan   Anak   di   Desa   Tempel   Kecanatan   Wedung
Kabupaten Demak.

1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun  1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  PI.ovinsi Jawa
Tengah (Berita Negal`a Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);

2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979  tentang Kesejahteraan
Anak   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

3.   Undang-Undang  Nomor  39  Tahun   1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999
Nomor 165, Tambahan Lenbaran Negara RI Nomor 3835);

4.   Undang-Undang           Nomor     `13      Tahun      2003      tentang
Ketenagakerjaan;

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan
Anak   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2002
Nomor  109,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor   4235)   sebagainana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang   Nomor   35   Tahun   2014   tentang   Perubahan   atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan
Anak   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahuri   2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negal`a RI Nomor 5606);

6.  Undang-Undang   Nomor    20   Tahun   2003   tentang   Sistem
Pendidikan    Nasional    sebagainana    telah    diubah    dengan



KEPALA DESA TBMPBL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR      |0       TAHUN2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL

Meninbang     :      a.   bahwa   anak   sebagai   generasi   penerus   dan   potensi   bagi
pembangunan  daerah  maupun  nasional,  perlu  mendapatkan
kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar
secara jasmani, rohahi, maupun sosial;

b.  bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak dan mengoptimalkan
penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  Desa  Tempel  perlu
memberikan kepastian kepada semua pihak melalui program
dan kegiatan yang berpihak pada pemenuhan  hak anak dan
perlindungan anak;

c.   bahwa berdasarkan pertinbangan dalam huruf a dan b, untul
mendukung  perlindungan  anak  di  Desa  Tempel  maka  perlu
menetapkan     Peraturan     Kepala     Desa     Tempel     tentang
Perlindungan   Anak   di   Desra   Tempel   Kecamatan   Wedung
Kabupaten Demak.

Men8ingat 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun  1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 42);

2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979  tentang Kesejahteraan
Anak   (Lembaran   Negal.a   Republik   Indonesia   Tahun    1979
Nomor 32, Tambahan I.embaran Ncgara RI Nomor 3143);

3.   Undang-Undang  Nomor  39  Tahun   1999  tentang  Hak  Acasi
Manusia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3835);

4.   Undang-Undang           Nomor     '13     Talun     2003     tentang
KetenagakeH.aan;

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak   (Lembaran   Negal.a   Republik   Indonesia   Tahun   2002
Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub]ik  Indonesia
Nomor   4235)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang   Nomor   35   Tahun   2014   tentang   Perubahan   atas
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan
Anak   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahuri   2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);

6.   Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem
Pendidikan    Nasional    sebagainana    telah    diubah    dengan



Undang-Undang  Nomor  32  Tchun  2013  tentang  Pembaha
atas Undang-Undang Nomor 20    Tchun 2003  tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembarari Negara RI Tchun 2013 Nomor
71 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

7.   Undang-Undang Nomor 23 Tchun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Taliun
2004 Nomor 95, Tambahan I.embaran Negara RI Nomor 4419);

8.   Undang-Undang      Nomor      21       Tahun       2007       tentang
Pemberantasan Thrdak  Pidana  Perdagangan Anak  (l€mbarari
Negara Republik Indonesia Taliun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial   (Lemharan   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009
Nomor 12 Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

10.Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan
(Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009   Nomor   144,   tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11.Undang-Undang   Nomor    11    Tahun   2012    tentang   Sistem
Peradilan  Pidana  Anak   (Lembaran  Negara  RI   Tahun  2012
Nomor 153, Tambahan I.embaran Negara RI Nomor 5332);

12.Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2014     tentang    Deca
q,embaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kaH   terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Ifmbaran  Negara  RI  Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5769);

14.Per.aturan    Pemerintah    Nomor    43    Taliun    2014    tentang
Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang   Desa   sebagaimana   telah   diubah   terakhir   dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2019    tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor 6
Tahun    2014    tentang    Desa    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

15.Per.aturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor
lil Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009
tentang    Penyelenggaraan    Perlindungan   Terhadap    Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

17.Peraturan Daerah Ptovinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

18.Peraturan  Gubemur  Jawa  Tengah  Nomor  76  Tahun  2006
tentang  Pembentukan  Komisi  Perlindungan  Perempuan  dan
Anak Provinsi Jawa Tengah;

19.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak  Nomor  1  Tahun  2014
tentang    Penyelenggaraan    Perlindungan   Terhadap    Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Amak;

20.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak  Nomor  10  tahun  2019
tentang Perlindungan Anak;

21. Hasil Musyawarah pada tanggal                                2020 tentang
Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPA Desa).



Menetapkan

Dcngan Kesepakatan Bersana
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSEN:

:    PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peratul`an Desa ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.    Desa   adalah   Desa   Tempel   Kecamatan   Wedung   Kabupaten

Demak.
3.    Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  Perangkat  Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desra.
4.   Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang,   tugas   den   kewajiban   untuk   menyelenggarakan
rumah    tangga    Desanya    dan    melaksanakan    tugas    dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5.   Anak  adalah  seseorang yang beluln  berusia  18  (delapan  belas)
tahun, termasuk anak yang rnasih dalan kandungan.

6.   Keluarga   adalah   unit   terkecil   dari   masyarakat  yang   terdiri
suami-isteri,  atau  suami,  isteri  dan  anaknya,  atau  ayah  dan
ariinya, atau ibu dan anaknya.

7.    Orang tua ada]ah ayah  dan ibu  atau  ibu  kandung,  atau  ayah
dan ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.

8.   Amk    penyandang    disabilitas    adalah    setiap    anak    yang
mengalami  keterbatasan   fisik,   intelektual,   mental,   dan/atau
scnsorik  dalam  jangha  waktu  lama  yang  daha  berinteraksi
dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan
untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9.   Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan  hak-halnya  agar dapat hidup,  tunbuh,
berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan
harkat     dan     martabat     kemanusiaan      serta      mendapat
pel`1indungan dari kekerasan dan diskrininasj.

10. Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib
dijamin,   dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,   keluarga,
masyal.akat,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  pemerinfah
desa serta negara.

11. Perlindungan   khusus   adalah   perlindungari   yang   diberikan
kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan
dengan  hukum,  anak kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak
yang diekploitasi secara ekonomi den atau  seksual,  anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban miras dan narkoba.

12. Penelantaran    anak    adalah     setiap    tindakan    pengabain
pemenuhan   kebutuhan   dasar,   pengasuhan,   perawatan   dan
pemeliharaan  sehingga mengganggu atau mengambat tumbuh-
kembang anak termasuk membiarkan anak situasi bahaya.



13. Forum    anak    adalah    wadah    partisipasi    anak    di    tingkat
kabupaten,  kecamatan,   desa/kelurahan  yang  berperan  serta
dalam       proses       penyusunan       kebijakan,       perencanaan,
pemantauan,  evaluasi dan  umpan balik di dalam  penganbiha
kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

14. Ketompok   Kelja   Perhidungan  Anak   Desa   (Pokja   KPA  Desa)
adalah lembaga desa yang merupakan mitra atau partner kelja
pemerintah dcsa dalam upaya pemenuhan hak anak,  Lembaga
hi bersifat independen.

BAB  11
ASAs DAN TuruAN

Pasal 2
Penyelenggaraan  perindungan  anak  berdasarkan  Pancasna  dan  Undang-Undalig
Dasar Tahun 1945.

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan perindungan anak desa berdasarkan asas :

a.  non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik untuk anak;
c.  hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap penchpat anak.

(2)  Perindungan anak bertujuan untuk mcnjamin telpenuhinya hak-hak anak agar
dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  belpartisipasi  secara  optinal  sesuai
dengan harkat dan  martabat kemanusiaan  serta mendapat perlindungan dad
kekerasan den diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak
muha dan sejahtera.

BAB Ill
IIAK DAN KEWAIn3AN ANAK

Pasal 4
(1)   Setiap  anak  berhak  untuk  hidup,   tumbuh,   berkembang  dan  berpartisipasi

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskrinrfusi.

(2)   Setiap    anak    berhak    atas    suatu    nalna    sebagai    identitas    dan    status
kewarganegaraan.

(3)  Setiap    anak    berhak    untuk    beribadah    menumt    agamanya,     bexpikir,
bexpartisipasi sesuai daya tingkat kecerdasan dan bimbingan orang dewasa.

Pasal 5
(1)   Setiap  armk  berhak  mengetahui  orang  tuanya,  dibesrarkan  dan  dfasuh  oleh

olrmg tuanya.
(2)  Karena keadaan dan  suatu  sebab yang jelas orang tua tidak dapat menjain

tumbuh-kembang anak, atau anak dalan keadaan terlantar maka anck bcrhak
atas  pengasuhan  orang  lain  sesuai  ketentuan  yang  berlin,  untut  proses
pengasuhan anak mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 6
Setiap anak yang tinggal di Desa Tempel Kecamatan Wedung berhak  memperoleh
janinan pelayanan kesehatan dan sosial yang disediakan pemerintah setempat.



Pasal 7
(1)   Setiap anak berhak memperoleh pendidikan semenjak dari dini sanpai dengan

wajib belajar 12 tahun sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat bakatnya.
(2)   Setiap  anak yang  mengalami  disabilitas  berhak  memperoleh  pendidikan  luar

basa sedangkan bagi anak yang memmki keunggulan/  keberbakatan istinowa
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

(3)   Pelayanan  pendidikan  sebagaimana  ayat  (2)  jika  anak  berasal  dari  keluarga
kurang mampu dibantu pemerintah desa.

Pasal 8
(1)  Setiap anak berhck menyatakan pendapatnya dan memperoleh infomasi yang

layak haginya.
(2)  Setiap anak berhak bergabung dengan orgaliisasi atau kelompok anak yang ada

di desa.
(3)  Pemerintah  desa  melakukan  pengawasan  keberadaan  warung  internet  dan

informasi yang sehat kepada anak.
(4)  Pemerintah  desa  wajib  memfashitasi  terbentuknya  organisasi  atau  kelompek

anak yang ada di desa.

Pasal 9
(1)  Setiap  anak  berhak  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,   bergaul

dengan trman sebaya, berniain dan berlneasi sesuai minat dan bakatnya.
(2)  Untuk  memenuhi  sebagaimana ayat  (1)  pemerintah  desa  menyediakan  sarana

prasarana   anak   mengembangkan   minat   bakatnya   berupa:   sanggar   anak,
kelompok bermain, 1apangan olah raga dan kelompok keseulan.

(3)  Pemerintah desa mendukung pendanaan bagi sarana prasarana pengembangan
minat bakat anak yang didanai drri Anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 10
(1)   Setiap armk  dalam pengasuhan orang tua berhak mendapatkan perlindungan

dari perlckuan:
a. diskrinrfusi;
b. eksploitasi ekonomi, politik dan seksual;
c.  penelantaran;
d.  pembial.an;
e.  kekerasan verbal, psikis, emosional dan penganjayaan;
f.  ketidakadflan;
9.  penyekapan; dan
h. perlakuan salah lain.

(2)   Dalam   hal   orang   tua   atau   pengasuh   anck   melakukan   segala   bentuk
sebagainana dimaksud dalam ayat ( 1), maka dikenakan:
a. diberi peringatan oleh PoHa KPA Desa, bila peringatan lisan maupun tertulis

tidak  diindahkan,  maka  Pokya  KPA  Desa  melaporkan  kepada  pinak  yang
belwajib;

b. dalam hal terjadi kasus yang melibatkan anak, Pokja KPA Desa mendanpingi
anak tersebut balk secara pidana maupun perdata.

Pasal 1 1
Setiap anak yang menjadi korban  atau  tindak pidana  berhak  mendapat bantuan
hufum yang disediakan oleh pemerintah desa atau PoEa KPA Desa.

Pasal 12
Setiap anak berkewajiban untuk:
a.    menghormati orang tua, waft dan guru;
b.   mencintal keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.    mencintai tanah air, bangsa dan negara;



d.   beribadah sesuai keyakinan agananya; dan
e.    beretika dan sopan santun dalam berperilaku.

BAB IV
KBWAJIBAN DAN TANGGUNG JrAWAB

Pasal 13
Pemerintch   Desa,   Masyarakat   Orang   Ton   dan   Keluarga   bertanggung  jawab
terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 14
Pemerintah desa bervajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana
prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 15
Pemerintah  desa  wajib  memfasilitasi  semua  anak  di  desa  mendapatkan  akta
kelahiran dan Kartu ldentitas jhak (KIA) dengan cara:
a.   melakukan sosiansasi kepada semua anak dan orang tua;
b.   memberikan  pelayanan  akta  kelahiran   dan   KIA  gratis   untuk  pengumcan

dokunen di tingkat desa;
c.    memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang disabilitas mengurus

aJsta kelahiran dan KIA dengan fasifitas desa; dan
d.   mendorong orang tua yang tidak mengurus akta kelahiran dan KIA-nya.

Pasal 16
Pemerintabdcsawajibmemfasilita8ipelayanankesehatanbagianakditingkatdeca:
a.    mensosialisasikan pada semua warga desa pentingnya kesehatan anak;
b.    menyediakan tempat pelayanan kesehatan amk (POLINDES);
c.    memfasilitasi    semua    anak    yang    tidak    mampu    dengan    SK"    untuk

mendapatkan pelayanari kesehatan secara gratis; dan
d.    melakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan yang ada di desa.

Pasal 17
Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan tingkat desa:
a.    memfasilitasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b.   memberikan   insentif  berupa   transport   bulanan   kepada   tutor   PAUD   yang

diambilkan dari Anggaran Alokasi Dana Desa;
c.    meinfasilitasi dan mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun; dan
d.   menfasihasi bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan SKTM.

Pasal 18
Pemerintah desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan prestasi anak:
a.   menyediakan sarana prasarana bakat dan niinat anck berupa sanggar, kusus-

kursus ketrampflan; dan
b.   memfasilitasi  agar  semua  anak  berpartisipasi  daJam  semua  kelompek  atau

organicasi anak.

Pasal 19
(1)  Pemerintah desa wajib memberikan ruang partisipasi dengan mengikutsertakan

anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(2)  Untuk   sebagaimana   ayat   (1)   pemerintah   desa  wajib   melakukan   simulasL

prakondisi anak agar slap mengikuti musrenbangdes.



Bagian Kedua
Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaaii Masyarakat Desa

Pasal 20
Masyarakat   wajib  dan  bertanggung jawab  mendorong  terwujudnya  perlindungan
anak di tingkat desa:
a.    melakukan   sosiarisasi   Undang-Undang   dan   peraturan   lainnya   mengenai

Perlindungan anak; dan
b.   ikut  sena  menjaga,  mendorong  dan  berpartisipasi  aktif daha  perlindungan

anak.

Pasal 2 1
I.embaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD)  wajib  dan  bertanggung jawab
daha hal:
a.    membantu pemerintah desa dalam rangka tersclenggaranya perlindungan anak

sesuai dengan pokok dan fungsi kelembagaannya.
b.   mengkoordinasikan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  anak

dengan lembaga lairmya.

Bagian Ketiga
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 22
(i)   Orang tua berkewajiban dan bertenggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungl anak;
b. menumbuhkembangkan   anak   sesual   dengan   kemampuan,    baJrat   dan

minatnya;
c. mencegah teljadinya perhawinan pada usia anak; dan
d. menberikan  pendidikan  karakter  dan  penanalnan  nilai  budi  pckerti  pada

anak.
(2)  Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan beapartisipasi akur dalan

perlindungan anak.
(3)  Keluarga  berkewajiban  melckukan  penguatan  ketal~  keluarga  melalui  8

(delapan) fungsi keluarga.

BABV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesratu
Pendidikan

Pasal 23
(1)   Setiap  anak  di  Desa  Tempel  Kecamatan  Wedung  wajib  mengikuti  Kelompok

Bermain Keluarga (KBK), Bina Keluarga Balita q3KB), Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD),  Bina  Keluarga  Remaja  (BKR),  kelas  parenting  dan  wajib  belajar  12
tahun.

(2)  Pendidikan    sebagaimana   ayat    (1)    menjadi   tanggung   jawab   pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua.

(3)  Tanggung jawab pendidikan dasar sebagaimana ayat (2) mehiputi:
a.  sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
b. mengupayakan beasiswa bagi anak dan keluanga tidak mampu;
c.  mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekohh;
d. mendirikan PAUD dan sejenisnya; dan
e.  mengupayakan dan memfasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah.

(4)   Pengaturan jam belajar anak:
a. jam belajar anak 19.00-21.00 WIB;



b. televisi dan semua media elektlunik dimatikan; dan
c. orang tua wajib mendampingi anak-anak belajar.

Bagian Kedua
Pemikahan di Usia Anak

Pasal 24
(1)  Anak  berhak,  berkewajiban  menjaga  dan  me]indungi  dirinya,  diberi wawaari

pengetahuan  serta  membatasi pergaulan  agar tidak  teljadi kehamilan di usia
anak.

(2)  Anak berhak melindungi dirinya serta mencegah pemikahan di usianya.
(3)  Pemerintah desa,  masyarakat dan orang tun wajib dengan segala daya  upaya

mencegah teriadinya perrrikahan di usia anak.

Pasal 25
I)alan keadaan  khusus  dengrn ketentuan yang sangat ketat  serta alasan-afasan
tertentu Pemerintah desa memfasilitasi pernjkahan di usin anck dengan mengacu
pada ketenfuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pekelja Amak

Pasal 26
(1)   Warga Desa Tempel Kecamatan Wedung tidak boleh mempekeljakan pembantu

berusia anak.
(2)  Pemerintah    desa,    maeyarakat,    keluarga    dan    orang    tua    tidak    boleh

mempengaruhi, membujuk anak untuk bekeda secara komersial.
(3)  Anak berhak untuk tidak diperkeq.akan secara komersial.
(4)   Pemerintah  desa  memberikan teguran kepada  usaha komersial di lingkungan

desa yang mempekerjakan anak.

Bagian Keempat
Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 27
(1)  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak

kckerasrm.
(2)  Pemerintah  desa,  masyal.akat  dan  orang  tun  wajib  dan  bertanggung  jawab

menjaga, melindungi mencegah anak dari tindak kekerasan.

Bagian Keha
Merokok, Miras dan NAPZA

Pasal 28
Merokok,   Penyalahgunaan  niiras  dan  Narkotika,  Alkohol,  Psikotropika  dan  Zat
Adiktif (NAPZA) :
a.   wanga desa dihimbau untuk tidak merokok di depan anak-anak di Iumah dan

difasilitas umum;
b.   toko, wanmg kelontong tidak menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur

18 tahun;
c.    kepada seluruh warga Desa Tempel Kecamatan Wedung dilarang untuk minum-

minunan keras; dan
d.    wanga Desa Tempel Kecamatan Wedung tidak diperbolehkan mempeljualbelikan

dan mengkonsumsi NAPZA.



13AB VI
KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK DESA

Pasal 30
in  Dalan rangka  menyelenggarakan  Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung

tentang   Perhidungan   Anak,    di   tingkat   desa   dlbentuk   Kelompck   Kelja
Perlindungan Anak Desa disingkat PoEa KPA Desa.

(2)  Kelompek  Keia  Perfrodungan  Anak  Desa  sebagainana  ayat  (1)  diangkat  dan
diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)   Struktur kepengurusan Kelompok Kelja Perlindungan Anak Desa sebagainana
ayat  (1)  terdiri  dari  seorang  penasehat,  scorang  ketua,  seorang  wakfl  ketua,
seorang sekretaris, seorang bendahara dan 4 seksi.

(4)  Masa   jabatan    kepengurusan    Kelompok    Ken.a    Perlindungan   Anak    Desa
sebagainana ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tchun dan dapat dipilih kemun
untuk periode berikutnya.

(5)  Keanggotaan   Kelompok   Ken.a   Perlindungan  Anak   Desa   terdin   dari   unsur
perorangan,  pemerintah desa,  1embaga desa,  tokoh masyarafat  tokoh agama,
tokoh  pendidikan,  kaum  perempuan,  dunin  usaha,  pendamping  anak,  kader
kesehatan dan kelompok anak.

Pasal 3 1
Ketentuan  mengenai Kelompok Kelja  Perlindungan Anak  Desa  diatur  dalan  SOP
Pokja KPA Desa dan merupakan bagian tak terpisahkan darn dokumen ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Desa ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Per.aturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal  .`7. fraerfe.er. 2o2o

::=:¥.#.Tog.a.e6:gr...2020

SZ:"I:::;HTEMPEL,
LEMBARAN DESA TEMPEI, TAHUN 2020 NOMOR ....


